
HASIL MONITORING PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2023 

PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 

 

 

No Nama NIP Jabatan Status Pelaporan Tanggal Kirim 

1 I Gede Putu Saptawan, SH. M.Hum. 196809091994031005 Ketua Terverifikasi lengkap 22 Januari 2024 

2 Ikha Tina, S.H.,M.Hum 197703072001121001 Wakil Terverifikasi lengkap 9 Januari 2024 

3 Erick Ignatius Christoffel,SH 198008052009041005 Hakim Terverifikasi lengkap 20 Januari 2024 

4 Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. 198809272011011005 Hakim Terverifikasi lengkap 2 Januari 2024 

5 Firmansyah, SH 198904142011011004 Hakim Terverifikasi lengkap 11 Januari 2024 

6 Budiyan Noor, SH 197209171994031001 Panitera Terverifikasi lengkap 19 Januari 2024 

7 Husni Thamrin, S.T. 197803082009041003 KPA Terverifikasi lengkap 19 Januari 2024 

8 Masrianor, S.H. 198310062009121008 Panitera Muda Pidana Laporan telah dikirim 17 Januari 2024 

9 Wahyudi, S.H. 197107101993031006 Panitera Muda Perdata Terverifikasi lengkap 21 Januari 2024 

10 Hariyanto 197501151994031002 Panitera Muda Hukum Laporan telah dikirim 19 Januari 2024 

11 Maya Agustina, S.H. 198408222014082001 Panitera Pengganti Terverifikasi lengkap 19 Januari 2024 

12 Bayu Sistiawan, A.,Md.S.H. 198309232011011004 Panitera Pengganti Laporan telah dikirim 16 Januari 2024 

13 Chanro Simamora, S.H. 198904042012121002 PPK Terverifikasi lengkap 18 Januari 2024 

 

 

 

Pangkalan Bun , 22 Januari 2024 

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, 
 
 
 

 
I GEDE PUTU SAPTAWAN 



2023 

 
PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : I GEDE PUTU SAPTAWAN 

2. Jabatan : KETUA 

3. NHK : 92817 

II. DATA HARTA 
 

A.  TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.050.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000 

  

2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL 

SENDIRI Rp. 800.000.000 

  

3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000 

  

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 345.000.000 

1. MOTOR, HONDA BEBEK/BEAT AUTOMATIC Tahun 2014, HASIL 

SENDIRI Rp. 5.000.000 

  

2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS/INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI 

Rp. 90.000.000 

  

3. MOBIL, HONDA MINI BUS/HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

170.000.000 

  

4. MOBIL, HONDA MINI BUS/ BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

80.000.000 

  

C.  HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.825.000 

D.  SURAT BERHARGA Rp. ---- 

E.  KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.307.000 

F.  HARTA LAINNYA Rp. ---- 

Sub Total Rp. 2.423.132.000 

III. HUTANG Rp. ---- 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.423.132.000 

 
 

 
Catatan: 



2023 
 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



2023 

 
PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : IKHA TINA 

2. Jabatan : HAKIM 

3. NHK : 92998 

II. DATA HARTA 
 

A.  TANAH DAN BANGUNAN  Rp. 815.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/90 m2 di 

SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 815.000.000 

KAB / KOTA 
  

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 
 

Rp. 310.000.000 

1. MOBIL, TOYOTA HARIER Tahun 2004, HASIL 

70.000.000 

SENDIRI Rp. 
  

2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2004, HASIL 

SENDIRI Rp. 60.000.000 

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI 

Rp. 10.000.000 

4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

170.000.000 
 

C. HARTA BERGERAK LAINNYA 

D. SURAT BERHARGA 

E. KAS DAN SETARA KAS 

F. HARTA LAINNYA 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

17.000.000 

---- 

35.000.000 

---- 

Sub Total Rp. 1.177.000.000 

III. HUTANG Rp. 100.000.000 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.077.000.000 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 



2023 
 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



2023 

 
PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL 

2. Jabatan : HAKIM 

3. NHK : 473587 

II. DATA HARTA 

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 204.500.000 

1. Tanah Seluas 409 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HIBAH 

DENGAN AKTA Rp. 204.500.000 

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 189.000.000 

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI 

Rp. 9.000.000 

  

2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2014, HASIL SENDIRI 

Rp. 180.000.000 

  

C.  HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 125.000.000 

D.  SURAT BERHARGA Rp. ---- 

E.  KAS DAN SETARA KAS Rp. 153.000.000 

F.  HARTA LAINNYA Rp. 21.000.000 

Sub Total Rp. 692.500.000 

III. HUTANG Rp. 48.000.000 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 644.500.000 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



2023 

 
PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : WIDANA ANGGARA PUTRA 

2. Jabatan : HAKIM 

3. NHK : 213060 

II. DATA HARTA 
 

A.  TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000 

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL 

SENDIRI Rp. 1.000.000.000 

  

2. Tanah Seluas 253 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI BARAT, HASIL 

SENDIRI Rp. 500.000.000 

  

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000 
 

1. MOTOR,  HONDA  VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 

 8.000.000      

 

C. HARTA BERGERAK LAINNYA 

D. SURAT BERHARGA 

E. KAS DAN SETARA KAS 

F. HARTA LAINNYA 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

155.000.000 

---- 

137.000.000 

---- 

Sub Total Rp. 1.800.000.000 

III. HUTANG Rp. ---- 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.800.000.000 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



2023 

 
PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : FIRMANSYAH 

2. Jabatan : HAKIM 

3. NHK : 688834 

II. DATA HARTA 

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA 

SUNGGU MINASA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000 

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 555.500.000 

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI 

Rp. 8.500.000 

  

2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2014, 

HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000 

  

3. MOBIL, HONDA FREED MNIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI 

Rp. 140.000.000 

  

4. MOBIL, HONDA CRV TURBO Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA 

Rp. 400.000.000 

  

C.  HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.425.000 

D.  SURAT BERHARGA Rp. ---- 

E.  KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.000.000 

F.  HARTA LAINNYA Rp. ---- 

Sub Total Rp. 1.295.925.000 

III. HUTANG Rp. 480.708.000 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 815.217.000 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



2023 

 
PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : BUDIYAN NOOR 

2. Jabatan : PANITERA 

3. NHK : 423929 

II. DATA HARTA 
 

A.  TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BANJARBARU , WARISAN Rp. 300.000.000 

  

2. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000 

  

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.000.000 

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL 

SENDIRI Rp. 80.000.000 

2. MOTOR, YAMAHA VEGA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL 

SENDIRI Rp. 3.000.000 

3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL 

SENDIRI Rp. 5.000.000 

4. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX 2PV / SOLO Tahun 2018, HASIL 

SENDIRI Rp. 10.000.000 

5. MOTOR,  HONDA  BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 

 15.000.000      

 

C. HARTA BERGERAK LAINNYA 

D. SURAT BERHARGA 

E. KAS DAN SETARA KAS 

F. HARTA LAINNYA 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

---- 

---- 

15.000.000 

---- 

Sub Total Rp. 1.028.000.000 

III. HUTANG Rp. 273.572.078 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 754.427.922 

 
 

 
Catatan: 
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1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



2023 

 
PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : HUSNI THAMRIN 

2. Jabatan : SEKRETARIS 

3. NHK : 444047 

II. DATA HARTA 

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 380.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/70 m2 di KAB / KOTA 

KOTAWARINGIN BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 380.000.000 

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 83.500.000 

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2010, HASIL 

SENDIRI Rp. 75.000.000 

2. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 

8.500.000 
 

C. HARTA BERGERAK LAINNYA 

D. SURAT BERHARGA 

E. KAS DAN SETARA KAS 

F. HARTA LAINNYA 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

13.800.000 

---- 

4.172.746 

---- 

Sub Total Rp. 481.472.746 

III. HUTANG Rp. 370.620.910 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 110.851.836 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

JI. Kuningan Persada Kav. 4, 
Setiabudi 

Jakarta 12950 

 
LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA 
 

 

Atas Nama : MASRIANOR 

PANITERA MUDA PIDANA - 

Jabatan  PENGADILAN NEGERI 
PANGKALAN BUN - PENGADILAN 
TINGGI PALANGKARAYA 

Bidang : YUDIKATIF 

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG 

Tanggal / 

Tahun Pelaporan 



2023 
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PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : WAHYUDI 

2. Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA 

3. NHK : 416802 

II. DATA HARTA 
 

A.  TANAH DAN BANGUNAN Rp. 675.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/64 m2 di KAB / KOTA 

KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000 

  

2. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, 

HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000 

  

3. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, 

HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000 

  

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.000.000 

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 

100.000.000 

  

2. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 

10.000.000 

  

3. MOTOR, HONDA L1F02M36L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI 

Rp. 22.000.000 

  

C.  HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.900.000 

D.  SURAT BERHARGA Rp. ---- 

E.  KAS DAN SETARA KAS Rp. 94.500.000 

F.  HARTA LAINNYA Rp. ---- 

Sub Total Rp. 964.400.000 

III. HUTANG Rp. ---- 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 964.400.000 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 
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IKHTISAR LHKPN c.n HARIYANTO 

(Jenis Laporan - Tahun: Periodik - 2023) 

NIK 6205051501750002 
 

DA-fA PR!BAD\ 

Nama 

 

 

No KK 

 

Jempat/1an$galLahir 

Status Nikah 

Agama Alamat 

 

uomor Handphone 

NHIT 

Bidang Lembaga 

Jabatan Tangga\ 

Lapor Tanggal 

ttirim Status 

 

 

. HARI YANTO 

* 620102021ß14 00 07 

. 09llb5b.8714.00 

, Laki Laki 

JOMBANG/15 Januari 1975 Menikah 

ISLAM 

IL. SAMARt II PERUM KAWI II RT.OL8, ARUT SELATAN, KOTAWAR\NGEN BARAT, 8ALIMANJAN TENGAH 

” 082252736627 

hariyanto.pburt@g,mail.com 

. 443B98 

. yU 01KATIS 

. MAHKAMAH AGU NG 
. P AU ITS-RA MUON HU EU M - Pñl4U AOl LAN II Et3Eitl PAN GKAL4N BUt'4 PfN6A DlLAhJ TING Gf PALAy4GKAftAYA 

31 Desember 2023 

Dran 
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PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : MAYA AGUSTINA, S.H. 

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI 

3. NHK : 913635 

II. DATA HARTA 

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 180.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/36 m2 di KAB / KOTA 

KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000 

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.000.000 

1. MOBIL, HONDA CRV RE1 2WD 2.4 AT CKD Tahun 2010, HASIL 

SENDIRI Rp. 140.000.000 

2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 

15.000.000 
 

C. HARTA BERGERAK LAINNYA 

D. SURAT BERHARGA 

E. KAS DAN SETARA KAS 

F. HARTA LAINNYA 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

13.500.000 

---- 

19.100.000 

---- 

Sub Total Rp. 367.600.000 

III. HUTANG Rp. 156.118.950 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 211.481.050 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 



 

 
 
 
 

 

Yth. Sdr BAYU SISTIAWAN 

MAHKAMAH AGUNG 

Di Tempat 

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima 

dengan ringkasan sebagai berikut : 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBL 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 

 

 

 

 

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
 

Atas Nama : BAYU SISTIAWAN 

PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - 
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

Bidang : YUDIKATIF 

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG 
 

Tanggal / Tahun Pelaporan : 16 Januari 2024 

 

 
Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 

Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima 

dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 

batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 

kembali). 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 

elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih Direktorat 

Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 

 

 

 

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email 

ini. 

Jabatan : 

mailto:elhkpn@kpk.go.id


Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198 

http://www.kpk.go.id/
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PENGUMUMAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023) 
 

 
BIDANG : YUDIKATIF 

 
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 

 
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 

I. DATA PRIBADI 

1. Nama : CHANRO SIMAMORA 

2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

3. NHK : 447637 

II. DATA HARTA 
 

A.  TANAH DAN BANGUNAN   Rp. 280.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/36 m2 di KAB 

KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000 

/ KOTA 
  

2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB 

KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000 

/ KOTA 
  

B.  ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN   Rp. 12.000.000 

1. MOTOR,  HONDA  BEBEK  Tahun  2019,  HASIL  SENDIRI  Rp. 

12.000.000 
 

C. HARTA BERGERAK LAINNYA 

D. SURAT BERHARGA 

E. KAS DAN SETARA KAS 

F. HARTA LAINNYA 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

9.800.000 

---- 

900.000 

---- 

Sub Total Rp. 302.700.000 

III. HUTANG Rp. 153.000.000 

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 149.700.000 

 
 

 
Catatan: 

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 


